
 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bina 

Usaha Perdagangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023 dengan menggunakan 

teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan telah diimplementasikan dengan baik. 

Program Bina Usaha Perdagangan memiliki tujuan dan sasaran yang 

jelas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2018–2023. Program yang dilaksanakan melalui pembinaan, pelatihan, 

promosi produk, dan pengembangan usaha telah sesuai dengan arah 

kebijakan daerah. Hal tersebut didukung oleh adanya peningkatan jumlah 

UMKM serta kesesuaian pelaksanaan program dengan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

2. Sumber Daya yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Bojonegoro telah mendukung pelaksanaan Program 

Bina Usaha Perdagangan. Ketersediaan aparatur, sarana perdagangan, 

pasar daerah, alat ukur (UTTP), serta berbagai kegiatan pembinaan dan 

pelatihan menjadi faktor pendukung implementasi program. Meskipun 

demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemerataan 

fasilitas pendukung masih perlu terus dilakukan agar pelayanan kepada 

pelaku usaha semakin optimal. 

3. Komunikasi Antar Organisasi telah berjalan dengan baik melalui 

koordinasi antara Bappeda dan Dinas Perdagangan dalam penyusunan 

maupun pelaksanaan program. Selain itu, penyampaian informasi kepada 

masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, pemerintah desa, 

media sosial, dan kelompok UMKM sehingga pelaku usaha memperoleh 

informasi  mengenai  berbagai  program  pemerintah  dan  dapat 
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berpartisipasi dalam pelaksanaannya. 

4. Karakteristik Agen Pelaksana menunjukkan hasil yang baik. Aparatur 

Dinas Perdagangan memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai dengan 

struktur organisasi serta melaksanakan tugas secara profesional. 

Kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan 

pendampingan kepada pelaku usaha turut mendukung keberhasilan 

implementasi Program Bina Usaha Perdagangan. 

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik secara umum mendukung 

implementasi Program Bina Usaha Perdagangan. Masyarakat, khususnya 

pelaku UMKM, menunjukkan partisipasi yang baik dalam berbagai 

kegiatan pembinaan dan promosi usaha. Dari aspek ekonomi, program 

mampu membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas dan 

pemasaran produk, sedangkan dari aspek politik tidak ditemukan 

hambatan yang signifikan terhadap pelaksanaan program. 

6. Disposisi Pelaksana telah menunjukkan hasil yang baik. Aparatur Dinas 

Perdagangan memiliki komitmen dalam menjalankan Program Bina 

Usaha Perdagangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta 

memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. 

Sikap yang terbuka, komunikatif, dan berorientasi pada pelayanan 

menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. 

Berdasarkan keenam indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Program Bina Usaha Perdagangan dalam RPJMD Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2018–2023 telah berjalan dengan baik. Kejelasan sasaran 

program, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar organisasi, kompetensi 

aparatur, dukungan lingkungan sosial ekonomi, serta komitmen pelaksana 

menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi program. 

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan dalam pemerataan 

pembinaan, penguatan kapasitas aparatur, serta perluasan akses informasi agar 

manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pelaku 

usaha di Kabupaten Bojonegoro. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bina Usaha 

Perdagangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023 dengan menggunakan 

teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan telah diimplementasikan dengan baik. 

 

Program Bina Usaha Perdagangan memiliki tujuan dan sasaran yang 

jelas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2018–2023. Program yang dilaksanakan melalui pembinaan, pelatihan, 

promosi produk, dan pengembangan usaha telah sesuai dengan arah 

kebijakan daerah. Hal tersebut didukung oleh adanya peningkatan jumlah 

UMKM serta kesesuaian pelaksanaan program dengan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

2. Sumber Daya yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Bojonegoro telah mendukung pelaksanaan Program 

Bina Usaha Perdagangan. Ketersediaan aparatur, sarana perdagangan, 

pasar daerah, alat ukur (UTTP), serta berbagai kegiatan pembinaan dan 

pelatihan menjadi faktor pendukung implementasi program. Meskipun 

demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemerataan 

fasilitas pendukung masih perlu terus dilakukan agar pelayanan kepada 

pelaku usaha semakin optimal. 

3. Komunikasi  Antar  Organisasi  telah  berjalan  dengan  baik  melalui 
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koordinasi antara Bappeda dan Dinas Perdagangan dalam penyusunan 

maupun pelaksanaan program. Selain itu, penyampaian informasi kepada 

masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, pemerintah desa, 

media sosial, dan kelompok UMKM sehingga pelaku usaha memperoleh 

informasi mengenai berbagai program pemerintah dan dapat 

berpartisipasi dalam pelaksanaannya. 

4. Karakteristik Agen Pelaksana menunjukkan hasil yang baik. Aparatur 

Dinas Perdagangan memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai dengan 

struktur organisasi serta melaksanakan tugas secara profesional. 

Kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan 

pendampingan kepada pelaku usaha turut mendukung keberhasilan 

implementasi Program Bina Usaha Perdagangan. 

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik secara umum mendukung 

implementasi Program Bina Usaha Perdagangan. Masyarakat, khususnya 

pelaku UMKM, menunjukkan partisipasi yang baik dalam berbagai 

kegiatan pembinaan dan promosi usaha. Dari aspek ekonomi, program 

mampu membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas dan 

pemasaran produk, sedangkan dari aspek politik tidak ditemukan 

hambatan yang signifikan terhadap pelaksanaan program. 

6. Disposisi Pelaksana telah menunjukkan hasil yang baik. Aparatur Dinas 

Perdagangan memiliki komitmen dalam menjalankan Program Bina 

Usaha Perdagangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta 

memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. 
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Sikap yang terbuka, komunikatif, dan berorientasi pada pelayanan 

menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. 

Berdasarkan keenam indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Program Bina Usaha Perdagangan dalam RPJMD Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2018–2023 telah berjalan dengan baik. Kejelasan sasaran 

program, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar organisasi, kompetensi 

aparatur, dukungan lingkungan sosial ekonomi, serta komitmen pelaksana 

menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi program. 

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan dalam pemerataan 

pembinaan, penguatan kapasitas aparatur, serta perluasan akses informasi agar 

manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pelaku 

usaha di Kabupaten Bojonegoro. 
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